ABSTRAK

Suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANUS
BATE’E yang terjadi di desa Loloana’a Idanoi Kecamatan Gunung Sitoli. Pokok
Permasalahan yang diangkat adalah apakah yang dilakukan terdakwa memenuhi
unsur Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Putusan Banding
Pengadilan Militer Tinggi-I Medan No. 23-K/PMT-I/BDG/AD/11/2014) dan
bagaimana pengaruh putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap
terdakwa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini
kedudukannya sebagai anggota militer, dengan rumusan masalah a. Apakah
putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hukum dalam perkara tindak pidana
penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Putusan Banding Pengadilan
Militer Tinggi-1 Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/11/2014 telah memenuhi
unsur — unsur tindak pidana b. Bagaimana pengaruh putusannya terhadap
terdakwa yang dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota militer. Adapun
tujuan penelitian ini a. untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang
putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana
Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan Banding Pengadilan
Militer Tinggi-1 Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/11/2014 telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana b. untuk memberikan gambaran tentang bagaimana
pengaruh putusan banding Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan Nomor 23-K/PMT-
I/BDG/AD/11/2014 yang dalam hal ini kedudukan nya anggota militer. Penelitian
ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis
dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan
logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya semua unsur
yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang Penganiayaan, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (enam)
bulan, 20 (dua puluh) hari. Sanksi Pidana yang diberikan oleh majelis hakim
menurut pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai
seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Kasus
tindak pidana penganiayaan ini seharusnya terdakwa tidak dapat dipidanakan,
dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk diri
sendiri sesuai dalam Pasal 49 KUHP. Selanjutnya akibat hukuman yang
dijatuhkan kepada yang bersangkutan tertutup peluang jabatan dan Kkarir yang
akan datang. Saran dalam skripsi ini bahwa hakim militer dalam menjatuhkan
hukuman pada Pasal 351 ayat (1) KUHP harus membertimbangkan unsur
disengaja atau tidak disengaja, agar tidak merugikan karir dan jabatan anggota
militer yang bersangkutan.



